BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010

Menimbang

Mengingat

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi sosial ekonomi saat ini dan belum
mengatur ketentuan mengenai tarif retribusi
pemotongan hewan unggas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan untuk peningkatan
pendapatan daerah, perlu mengubah Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun
2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
5015) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  {Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;



Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22
Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Lembu/sapi, kerbau dan kuda

1. jantan Rp50.000,00/ekor

2. betina Rp60.000,00/ekor
b. Kambing dan domba Rp10.000,00/ekor
c. Unggas Rp100,00/ekor



Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Mei 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHROHNUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A

YOSEP DWI PRIHATONO

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 158-8 /2015



I1.

PENJELASAN
ATAS .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

UMUM

Dengan terbangunnya Rumah Potong Unggas milik Pemerintah
Kabupaten Lamongan, maka dalam rangka kelancaran pelayanan
pemotongan hewan unggas, perlu adanya kepastian hukum dalam
pelaksanaannya.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22
Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan belum mengatur
ketentuan mengenai tarif retribusi pemotongan hewan unggas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka
peningkatan pendapatan daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas.

Pasal I
Cukup jelas.




